


: ‘/aw'ahd %ejgi)fatzon There efore; The bpéne;k lcbafhc)eﬁx}ici (tbé principle of free- b&:‘ed__‘
" contract) which i is ‘also practiced in the contract 4 IMBT is restricted by the law and
regulation and is mmzdered appropriate in g'an a poml of view based on DSN-MUI
fatwax

'Kata Kunci: a/ Ijarab al-Muntah Jyab bz a/ Tam/z/e Kontra,é Bisnis,' Dewan
Syari'ah - Nasional (D.S'N), Dewan Pengawas Syari'ah (DPS),

ekonomi syari‘ah

Pengantar - Dol

, Pendapat ulama : mengenal bunga ; bank tidaklah sama.
‘Muhammad Abu Zahrah (w. 1974), berpendapat bahwa bunga . bank - -
adalah tiba nasi'ab, yang diharamkan dalam Islam.' Pendapat yang sama
juga d.lkemukakan oleh Tahir Abdul Muhsin Sulaiman,” Yusuf Qardawi,
Umer ‘Chapra, Abdul Mannan, dan Tsa - -Abduh.? . Dalam konteks
pemikiran keagamaan di Indonesia, 'terdapat ulama - yang ikut
mengomentari hukum bunga bank, antara lain A. Hassan, Abdul Halim
Hasan, dan Kaharuddin Yunus. A. Hassan ‘(pendiri Persatuan
Islam/Persm) berpendapat bahwa bunga bank boleh diambil (ba/él),
Abdul Halim Hasan (dari Medan) dan Kaharuddm Yunus berpendapat
‘bahwa ‘bunga bank termasuk . riba ‘yang dilarang oleh Allah.* Ahmad
" Azhar Basyir pada tahun 1975 mengusulkan kepada publik Islam agar
mengubah sistem perbankan dari perbankan yang menggunakan bunga
dengan perbankan yang menggunakan sistem qtradb atau mudhirabah.’:

Di samping pendapat pribadi, terdapat juga. keputusan kolekuf
ulama yang terafiliasi dalam ormas Islam: Majlis Tarjih Muhammadlyah _
menetapkan bahwa bunga bank termasuk synbhat. (dekat ke haram) ’
Nahdlatul Ulama (NU). menganggap bahwa hukum bunga bank
- _termasuk syubhat (tidak jelas halal- -haramnya) dan dengan pnnsxp kehati-
o hatian, NU menganjurkan agar praktek bunga bank diharamkan.® Majelis

Fatwa Mathlaul ‘Anwar . juga. ‘memiliki semangat yang' sama dalam
_‘membangun ekonorm Islam, yaitu bunga bank termasuk riba yang haram
hukumnya.” MUI Pusat pada tanggal 16, Desember 2003 memfatwakan
. bahwa bunga bank termasuk riba nas’ah yang haram . hukumnya;'
pengaruh  fatwa. tersebut——-—menurut hasil penelman .al-Hakim  dan
‘ Falzal———termasuk sxgmﬁkan oleh karena itu, fatwa-ini telah men)adl
faktor pemicu berkembangnya sistem ekonomi syariah yang membumi di

B Indonesxa Tuhsan ini, dlmaksudkan untuk men]elaskan salah satu akad '
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yang dibuat oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan badan usaha -
yang men)alankan sistem syari'ah, yaitu al-Iljarah al- Muntah1yyah bi:.al- -

Tamlik (selan]utnya IMBT) TR

- Tulisan ini menggunakan pendekatan 5051olog1 hukum (.fmz)/qu qf

law) yang di dalamnya terkandung ajaran mengenai. efektivitas hukum;
yaitu . perbandmgan antara realitas hukum dengan cita-cita hukum 12
- Pendekatan ini merupakan dampak dari pembagian hukum yang antara

lain dikenalkan oleh Gillin; yakni hukum yang termasuk dalam -konsep -
'~(1de .dugaan, doktrin, dan kepentingan); dan hukum yang, termasuk
dalam struktur, yaltu bingkai kerja yang mencakup aparatur guna beker]a '

.. sama secara sinergis dalam menegakan hukum.”

Eksistensi IMBT telah diakui di Indonesla secara ﬁlosoﬁs R
yundis sosmlogls Secara filosofis, IMBT diakui sebagai hukum yang
_sesuai dengan cita-cita hukum yang bernilai positif, - terutama dalam_

~ konteks kesejahteraan. Secara yuridis, IMBT telah' diakui sebaga1 salah " PR

g fsatu akad penyaluran dana bank syari 'ah;* dan secara sos1ologls IMBT.
- diakui sebagai hukum yang telah diterima oleh masyarakat," terutama

setelah -ditetapkannya . fatwa DSN nomor 27/DSN-MUI/III /2002 - .

- tentang IMBT. Di samping itu, karena IMBT antara lain dlpraktel\an'
~dalam bentuk perjanjian/kontrak, maka analisis data dilakukan dengin

' '[menggunakan "ilmu" Contract Drafting. Bagi Soekanto - dan- Mamud;l |

penelitian ini dlkelompokkan sebagai penelitian r normatif,' karena obyekfﬁl"

- yang diteliti termasuk pengaturan yang normatif mengenai plhak pihak ©

yang mempunyzu hubungan hak dan kewapban dalam melakukan akad
IMBT;" sedangkan obyek penelitian ini adalah: a) fatwa’ DSN MUI

. norﬁor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Tjarah;- dan ‘b) . :

fatwa DSN MUI nomot 27/DSN—MUI/III/2002 tentang IMBT. R G

Anatoml Kontrak Bisnis Islami Con
Sebelum menjelaskan akad yang berslfat sosial dan’ komersial

" dalam Islam, ada baiknya jika syarat-syarat sah suatu kontrak diketahui o

terlebih dahulu. Dalam KUH Perdata (pasal 1320) ditetapkan: "untuk
: sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur, yaitu: (1) sepakat' :
mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu
_ perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal." Syarat

pertama dan kedua disebut syarat subyektif, dan syarat ketiga-dan -

  ";1 keempat . disebut syarat obyektif. Jika syarat-syarat ‘obyekdf -tidak. "
. terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum; tujuan para pihak untuk -

- melakukan perikatan berarti gagal, karena perjanjian--secara hukum-- S

tidak pernah ada, dan karena itu, perikatan juga tidak pernah ada.
- Sedangkan jika syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi, maka salah satu:

“pihak berhak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan; jadi, i
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per]anllan yang tidak’ terpenu}u syarat-subyekunya berslfat menglkat
-selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak -
meminta, pembatalan kontrak, yaitu pihak yang cakap hukum. ** Hal ini.
sendaknya menjadi dasar'bahwa akad IMBT yang tidak terpenuhi syarat-
obyektifnya, batal demi hukum; dan akad IMBT yang:tidak terpenuhi
syarat~subyeknfnya batal jika d1tetapkan (oleh haklm) atas permintaan
pihak yang cakap hukum. -

Dalam Islam-terdapat dua akad yang dapat dlbedakan dari segl -
tujuannya. Perfama, akad tabarrs' adalah akad -yang dilakukan dengan
tujuan membantu pihak lain; dan kedua, akad ghair tabarr' adalah-akad
yang dilakukan: dengan tujuan’ untuk memperoleh keuntungan Dalam
~ Islam, dikenal dua institusi keuangan: a) bai/ al-mal; yaitu sektor institusi
keuangan yang bersifat sosial; pengumpulan dana dilakukan melalui jalur
- zakat, infaq, sedekah, dan wakaf; dan penyaluxan ‘dananya antara’ lain
menggunakan akad .qardh; dan b) bait *al-tamwil, yaitu sektor institusi
keuangan yang bersifat bisnis (dllakukan dalam - rangka memperoleh
keuntungan) sepern akad bas’ dan jarah” - .

Sekarang ini telah dlbedakan antara ekonorm dengan bisnis.
Ekonomi  (economic). adalah segala aktivitas yang: bérkaitan dengan
produksi dan distribusi (yang berupa barang dan jasa) di antara orang--

- orang. Rahardjo melengkapi definisi tersebut dengan menglnformaSIkan

pengertian ekonomi yang lebih lengkap yang dikutif dari buku The Pinguin
Dictionary “of Economics yang‘ menyatakan bahwa ilmu ekonomi’adalah
kajian tentang produksi, distribusi,” dan - konsumsi - kekayaan dalam
masyarakat. Rahardjo men]elaskan ‘bahwa "definisi’ yang. terdapat ‘dalam
buku tersebut lebih lengkap ‘karena: men]elaskan obyek ekonorm (yaitu
kekayaan) dan aspek konsumsi (sebagai kegiatan ekonomi).” Sementara
Boediono men]elaskan bahwa manusia~—dalam kacamata ekonoml—
melakukan tiga keglatan pokok: produk51 konsumsi, dan pertukaran

, Sedangkan -ard -bisnis -adalah "the bz_lymg and se//mg of goods and
services.”” 'Skinner men]elaskan bahwa -bisnis adalah pertukaran barang,
jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau’ memberlkan manfaat.
. Dengan demikian, perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat
‘dalam pertukaran barang, ' jasa, atau ' uang untuk  menghasilkan:
keuntungan Perbedaan antara ”’bisnis” dan ”ekonomi” terletak pada.
- tujuan dan penghltungan keuntungan, Tujuan ekonoml adalah untuk
" mencapai kondisi kesejahteraan- fisik;” sedangkan tu]uan bisnis adalah
untuk mendapatkan keuntungan penumbuhan badan usaha, ‘dan
_bertanggung jawab secara’sosial* Husen Umar menegaskan ' bahwa
tujuan -utama bisnis adalah laba- atau keuntungan.® Keuntungan dalam
ckonomi adalah. selisih - (sisa) ‘antara pendapatan (penghasilan) dengan
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pengeluaran . (biaya-biaya); sedangkan keuntungan bisnis adalah
pendapatan dikurangi pengeluaran aktual dan biaya peluang.® o
Kiranya dapat dipahami bahwa bisnis Islami adalah kegiatan
usaha yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi yang tujuannya
adalah untuk mendapatkan keuntungan secara material. Oleh karena itu, -
anatomi kontrak bisnis Islami pada dasarnya sama saja dengan anatorm_ ;
kontrak bisnis pada umumnya, yang membedakannya adalah sistem (151) =
~ yang termuat dalam klausula-klausula kontrak.
Anatomi kontrak terdiri atas perfama, pembukaan’ yang terdiri

atas: ‘a) judul perjanjian; b) komparisi (dua pihak atau lebih); ¢) recitals - -
(alasan-alasan  sosial-ekonomi  yang menyebabkan dilakukannya @
per]an)lan) dan d) ruang lingkup. Kedua, ketentuan-ketentuan ‘pokok * |

. perjanjian yang terdiri atas: a) ketentuan umum yang berisi’ ‘tentang

definisi-definisi; b) ketentuan-ketentuan pokok; dan c) ketentuan-
ketentuan. - penunjang. Ketiga, bagian penutup - yang seudaknyal ‘

- mengandung empat hal yang bersifat penegasan; yaitu: a) ‘penegasan - o

bahwa kontrak tersebut sebagai alat bukti; b) sebagai bagian yang -

menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan; c) sebagai’ ruang - -
- untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak; dan-d) sebagai ruang ;s

untuk - menempatkan - tanda tangan para pihak yang . berkontrak
Anatomi kontrak yang dikemukakan Simatupang lebih sederhana, ya1tu -

- a) judul, b) kepala, c) kompansl d) sebab/dasar, €) ‘syarat-syarat,”f) =~
penutup, dan g) tanda tangan;” dan kiranya logls jika .akad IMBT - -

. dianalisis dengan menggunakan kerangka anatomi kontrak sehmgga~ i
terurai berbagal unsur yang diperlukan dalam kontrak bisnis.

Perluasan ‘Cakupan Ijarah

- Ijarah dimaknai dengan dua dimensi kehldupan I]arah d1makna1 B

: sebagal proses’perjanjian para plhak salah ‘satu pihak" ‘berkedudukan

sebagai penyedia barang/jasa (mu'ajir ) dan pihak’lain berkedudukan g 5
- sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (mustaljir)® Ijarah . -

yang obyeknya berupa barang dimaknai sebagai "sewa;" sedangkan ijarah
yang obyeknya  berupa jasa dimaknai sebagai "upah." Ijarah yang
demikian berdimensi duniawi; 1st11ah teknis bagi ‘sewa/upah yang

- digunakan adalah #jrah (Lmbalan) Di sisi lain umat Islam berkeyakinan' - =~ .-
bahwa dunia ini adalah magra'ar (tempat bercocok tanam) yang berakibat -« - .-

pada kehidupan akhirat nanti. Dalam dimensi kebaikan, orang yang

bermualamah dengan baik—di antaranya melakukan ijarah—akan dapat’ - - -
pahala yang terkadang disebut "ajrun." Jadi, #jrah berdimensi duniawi; . . =
- sedangkan gjrun berdimensi ukhrawi. Ujrah yang termasuk akad bidang = -

jasa, sekarang telah diperluas dan dihubungkan dengan konsep intigal al- =~
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.- Dengan demikian, - -bahwa ketetapan fatwa IMBT yang‘-
menyatakan bahwa. "janji_ permndahan kepermhkan yang dlsepakatl di
~.awal:iakad ijarah berkedudukan sebagal wa'd yang’ hukumnya tidak’
menglkat ‘harus ditafsitkan bahwa janji pemmdahan kepemilikan obyek
‘akad IMBT belum dapat dljadlkan alat bukti pemindahan kepemilikan,
~sebab kepmdahan kepemilikan obyek IMBT harus disertai dengan akad
" baru (thah atau jual-beli) dalam hal . 1)arahnya telah berakhir: Janji
mengenai pemindahan kepemilikan harus ditaati oleh semua pihak. Jika
tidak ditafsirkan demikian, bisa.jadi suatu saat akan ada pcngmgkaran
~dari pxhqk-plhak (terutama pihak yang mcnyewakan) mengenai keharusan
- pemindahan kepemilikan obyek IMBT. .Caranya adalah' bahwa dalam
" kontrak IMBT  harus dltcgaskan secara eksplisit mengenanai. cara
pemindahan kepemilikan obyek IMBT, dcngan hibah atau jual-beli; serta -
“pihak yang menyewakan diharuskan memindahkan hak kepermhkannya ‘
atas obyek IMBT dengan salah‘satu cara dari pilihan yang ada.

. Dari segi- proses 1]t1had terlihat- bahwa ulama telah mencoba*
melakukan perumusan ulang’ agar. akad yang terdapat dalam bidang

mu'amalah dapat diaplikasikan sesuai dengan pcrkembangan peradaban‘
~ terutama keglatan ekonomi. Dalam kitab fikih, ijarah menempati posisi
tersendiri, yaitu menjelaskan. tentang sewa (barang) dan upah (jasa); dan
jual-beli- juga menempati. .posisi tersendiri, -yaitu “salah satu" cara
pemmdahan kepemilikan'(intiqal al- rmlklyyah) ‘Meskipun berbeda posisi,
tapi keduanya berada dalam wilayah akad yang sama; yaitu termasuk akad
komersial-bisnis (bukan akad tabarru’).

Dalam . kitab  fikih thetapkan bahwa benda - yang dlsewa
berkedudukan scbagal milik pihak yang menyewakan (kepemﬂlkan benda:
tidak berpindah kepada penyewa). Oleh karena. itu, sangatlah relevan
bahwa benda yang menjadi obyek IMBT-hanya boleh digunakan (ndak
‘boleh dipindahtangankan. dengan: cara dijual atau ‘disewakan lagi). Hal
inilah yang mengharuskan pihak-pihak:dalam’akad IMBT hati-hati dan
rinci dalam membuat kontrak, sebab'tidak menutup kemungkinan, obyek
IMBT dipindahtangankan kepada! pihak lain oleh' penyewa tanpaizin
dan/atay.. sepengetahuan  pihak - yang | menyewakan: dengan ' cara
melan]utkan sewa (baca: overcredis), atau dijadikan- obyek 'sewa (seperti
" mobil yang: men]adl obyek IMBT. dikerjasamakan’ dengan perusahaann

. penyewaan . mobil). Dua- hal" tersebut ‘belum’ diatur dalam _fatwa;. oleh

“karena itu, dengan prinsip kehati-hatian (1kht1yath) .dan prepentif (sadd
* al-dzari'ah), kiranya sangatlah bijak ]1ka dalam kontrak IMBT dimuat hal-

* - hal tersebut agar terhindar' dari sengketa di- kemudlan hari. Tindakan

prepentif lebih baik dari tindakan Kuratif; mencegah’ ter]admya sengketa
jauh lebih- baik danpada ter]admya sengketa karena 151 kontrak yang'
udak/kurang nnc1 dan ]elas v .
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- dapat dlpaharm bahwa recitals IMBT adalah berupa pen]elasan mengena1
' ’latar belakang dilakukannya akad IMBT. ..~

" Seperti “telah  disinggung bahwa reata/;—-pen]elasan mengena1

sébab/ consideration, kontrak, maka se]umlah kontrak - syariah. ‘tidak
" menganidung' recitals atas kontrak ‘yang bersangkutan.: Dari segl’ ilmu

perundang-undangan, ‘recfals mirip -dengan konsideran ' yang * bersifat
“sosiologis dalam peramran perundang-undangan yakm pen]elasan yang

o dlawah dengan kata "Menimbang.":

s, Ruang ngkup IMBT '
- Sejumlah  ahli perancang hukurn/ kontrak maslh berbeda
pendapat apakah rumusan tentang ruang lingkup dapat. dmnggap sebagai
. bagian dard ~pembukaan/pendahuluan sebuah - kontrak, -atau - sudah
merupakan bagian awal dari substansi schmgga harus dlanggap sebagai
bagian dari diktum kontrak.” Akan tetapi, "ruang lmgkup kehhatannya
merupakan diktum terpenting dari sebuah kontrak yang nnclannya dapat
dijabarkan pada bagian benkutnya
Ruang lingkup pada dasarnya. adalah sebuah keslmpulan yang
diambil melalui logika-linier atas sebab-sebab kontrak' dilakukan yang
dijelaskan pada recitals. Dari segi urutan kalimat, "ruang lingkup" kontrak
- pada dasarnya merupakan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan singkat
~ yang diuraikan sebelumnya; oleh karena itu, wajar:jika sejumlah ahli
perancang kontrak berpendapat 1 bahwa "ruang hngkup berkedudukan
sebagal bagian dari pendahuluan kontrak.: Akan tetapi, jika dilihat dari
segi substansi; maka "ruang hngkup kontrak" merupakan pokok kontrak, -
pasal-pasal benkutnya merupakan rincian dari kesepakatan tersebut. Oleh
karena itu, wajar )uga jika sejumlah ahli’ perancang kontrak lainnya-
menganggap bawa "ruang lingkup" merupakan bagian awal dari substansi
dan termasuk diktum kontrak. =

Substansi Kontrak Ketentuan Umum dan Pnnsxp Penyusunan
Klausul IMBT ~ -

. ... Telah disinggung bahwa ketentuan—ketentuan pokok per}anpan
'yang terdln atas: a) ketentuan umum,; b) ketentuan-ketentuan pokok; dan
) ketentuan-ketentuan’ penun)ang Ketentuan urnum berisi - tentang
batasan istilah-istilah atau- pengertian-pengertian yang dlgunakan dalam
kontrak yang bersangkutan; pen)elasan -penjelasan tersebut- disepakati
oleh para pihak guna menghindari dan mempersempit ruang perselisihan
yang diduga’ akan muncul yang disebabkan:oleh perbedaan pengertian -
" dan penafsiran dari para pihak yang terikat dengan kontrak dimaksud.*
"'Dl antara istilah-istilah yang perlu dJ)elaskan secara operaslonal/ definis

.operas1onal dalam "ketentuan umum” sebuah kontrak IMBT adalah:
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Mu'ajir , mustaljir, ijarah, u]rah IMBT, mtzqa/ al-milk _yab/pemmdahan
kepermhkan hibah,:dan jual-beli.

Ketentuan-ketentuan pokok kontrak terdm atas pasal pasal;
"pasal" ‘dalam sebuah akta perjanjian/kontrak .adalah bagian .dari suatu
kontrak yang terdiri atas kalimat dan/atau sejumlah: kalimat yang
menggambarkan kondisi dan informasi tentang hal yang disepakati baik

. - secara tersurat ‘maupun tersirat. Syarat-syarat "pasal- pasal' :sebuah' ;
kontrak adalah: a) urutan/kronologis; pasal mencerminkan isi-:dan v
kondisi -kesepakatan yang dibuat secara kronolog1s sehmgga ‘mudah. -
- dalam menemukan dan mengetahui hal-hal yang diatar olehmasing- - . - |

- masing pasal; b) 'ketegasan; bahasa yang digunakan menghmdan kata-
kata -bersayap -~ yang dapat menimbulkan ragam - penafsiran;” c) -

L keterpaduan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain; dan -

 antara pasal yang satu dengan pasal yang lain mempuinyai hubungan, d) -
' kesatuan kalimat- yang satu dengan kalimat yang lain, dan antara‘pasal -
yang satu derigan pasal yang lain mempunyai saling mendukung; dan €) -

‘ kelengkapan yakni kahmat kahmat dan pasal pasal dalam suatu kontrak"_

i harus lengkap informasinya.”

Sedangkan Herlien Budlono mengmforma51kan bahwa klausula.vbf :

kontrak-seharusnya disusun dalam bahasa perjanjian’ yang baku'. yang.‘ :

memenuhi tiga syarat: 2) klausula harus ditulis* (bulan " lisan,’ ‘pen); b) :
Klausula “disusun terlebih dahulu dan petjanjian- baku ‘yang- -memuat. ;=
klausula baku tersebut akan digunakan kepada pihak-lawan (mitra,’ pen) & -

yang ]umlahnya relatif banyak; dan c) adanya peraturan- pelaksana yang
rinci. Di samping itu, Budiono juga mengmformas1kan ‘tulisan Mardam

- Darus Badrulzaman yang menegaskan tentang ciri-ciri* perjanjian -baki, .~ -+
yaitu: a) i isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor (J‘/Ja/jlb al-mal, pen); . oo
b) nasabah sama sekali tidak ikut menentukan isi petjanjian; c) nasabah e

terpaksa menerima isi perjanjian karena terdorong oleh kebutuhan; d) =
‘bentuknya tertulis; dan €) dlperslapkan terleblh dahulu secara massal atau B

v 1nd1v1dual 30

S Substan51 Kontrak: Ketentuan Pokok IMBT S S
-t Ketentun pokok IMBT pada dasarnya dibedakan men]adl empat

e '-'pertama ketentuan yang berkaitan dengan-hak dan kewajiban’ muapr F i

. kedna, ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban musta'jir; - ',
ketiga, ketentuan yang berkaitan dengan obyek IMBT; dan. /eeempat i

ketentuan mengena1 harga dan opsi pemindahan kemeplhkan

Hak mu'ajir adalah: 'a) memperoleh pembayaran sewa dad .

ﬂmus'ta]u 'b) menarik obyek IMBT apabila musta'jir tidak’ mampu‘

membayar sewa sebagannana diperjanjikan; dan-c) mengahhkan obyek‘v,‘“, o

IMBT kepada mustajir lain yang mampu dalam hal mustaljir pertama
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manfaat obyek IMBT; d) harga perolehan, nilai pembiayaan, petﬁbaydran
ujrah, ketentuan jaminan dan asuransi atas obyek IMBT; €) jangka waktu
sewa; f) saat penyerahan obyek IMBT; g) ketentuan - mengenai

pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo; h) ketentuan mengcnaif_?;f

biaya-biaya yang timbul selama masa sewa; 1) ketentuan mengenm biaya-- -
b1aya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila  terdapat.
kerusakan kehilangan, atau tidak berfungsmya obyek IMBT; j) ketentuan

- mengenai pengalihan obyek IMBT oleh mu'ajir kepada plhak lain; dan’ k)’ S “

‘hak dan tanggungjawab masing-masing pihak.*

Dokumentasi akad IMBT oleh pihak mu'ajir sekuxang-kuxangnya. o
mehpuu a) surat permohonan IMBT; b) surat persetujuan- prmsip' T

(offering letter); c) dokumen akad IMBT; d) dokumen wa'd; €) perjanjian
X penglkatan jaminan atas pembayaran ujrah; f) tanda tenma barang, dan f)7 ‘"
per]an]mn ‘pemindahan kepemilikan.*

- Ketentuan-ketentuan penun;ang yang terdapat dalam kontrakf‘

IMBT dapat berupa a) perjanjian dan jaminan dari p1hak musta'ji; b) ¢
kelalalan dan pelanggaran; c) pelunasan di ‘muka; d) berakkhirnya - o
per]anpan IMBT; dan e) lain-lain. Sedangkan bagian pcnurup akta’ IMBT'*_TV SR
‘terdiri atas: a) pencantuman saksi-saksi; b) klausula perjanjian yang - R
meny'ttakan bahwa akta ini sebagai bukt c) ruang tanda. tangan para S ‘

plhak dan d) ruang tanda tangan para saksi.
' Penutup

N ter]aga semangatnya di satu sisi, dan dapat diaplikasikan dalam konteks -

"Makna ijarah yang telah dlperluas dan dlmodlﬁkasi sehmggaj

kegiatan bisnis yang tidak bisa lepas dari asas hukum penkatan yang’ g
berlaku di sisi yang lain. Bisnis yang menggunakan sistem . syarah - . .;

melibatkan banyak pihak, pelaku bisnis (seperti banker), law officer, .dan”
_notans Di sisi lain, kalau terjadi perselisihan di antara para- plhak-

* penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah, (a/-gyura), perdamaian (a/—i_’;_: -
shulh), mediasi (altabkim), atau pengadilan (algadha). Dengan demikian; .. - - -
baik pelaku bisnis maupun pihak-pihak yang terkait dengan’ kegiatan' Lol
tersebut diharapkan memiliki pengetahuan yang relatif sama schingga R
pcrbedaan penafsiran dapat dikurangi. Dari segi "ilmu" rzincanganq“;_"t; o
~ kontrak bisnis," IMBT termasuk produk jasa lembaga keuangan syari 'ah i S
yang bersifat terbuka, dan bahkan dapat melibatkan plhak ketiga jika:,
‘diperlukan. Dalam konteks keindonesiaan, ekonomi syari'ah dlrancang' .

- dan. digerakan secara kutural oleh MUI Dalam rangka regulasi . bisnis
dengan sistem syariah, MUI membentutuk Dewan Syari'ah Nasionalf:-‘

s (DSN) yang menghasilkan fatwa; dalam rangka pengawasan DSN

iz menempatkan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada setiap unit usaha . :

yang menggunakan sistem syati'ah; dalam rangka penyelesa1an sengketa .-
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lblsms syan ah MUI membentuk Badan Arbltrase Syanah Nasmnal
(Basyarnas) Sedangkan secara struktural Negara telah mengakomodlr

- sistem usaha syari'ah dalam bentuk peraturan perundang undangan. Oleh,

" ‘karena" it}

i Catatan Akhu‘

Y
¥

: ‘sifat keterbukaan (asas: kebebasan berkontrak) yang juga’
- dianut dalam kontrak - IMBT, " dibatasi - oleh peraturan - perundang-

: undangan dan kepatutan secara syan ah yang dldasarkan pada fatwa
y DSN MUL s e

! Muhammad Abu Zahrah, Bu&ut.r f' al sza cet ke 1, (Mesxr Dar al- Buhuts al--

B / ‘Ilmiyah, 1970), hlm. 36-48; , Ahmad- Azhar- Basyxr Hukum. Islam tentang Riba, Utang-

“Piutang, dan Gadai, cet. ke- 2 (Bandung: PT al-Ma‘arif, 1983), hlm. 28; dan lihat, pula '_
“Mahmud Abu al-Saud; “Islamic View of Riba: Usury and Interest,” dalam Syekh

Ghazali Syaelkh Abod, et al, eds., an Iﬂtma'uctmﬂ la I.r/amzc Fzmmre (Kuala LumpuJ: Quill
Publishers, 1992), hlm. 70-73; ‘

? Tahir Abdul Muhsin Sulal.man Menanggulargz Km‘z.r E,éanarm secara I.rhm, cet: ke~

1, ter) Anshon Umar Sitanggal. {(Bandung: PT al-Ma arif, 1985), hlm. 282: -

? Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonorni Istam, terj.' Zainal ‘Arifin dan Dahlia
: Husm (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 185-186; .Umer Chapra, Aluran Menuju
- Sistern Moneter yang Adil, terj. Lukman Hakim, (Yogyakarta PT Dana Bhakti Prima Yasa,
1997), hlm. 35-36; Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin
(Yogyakarta: Dana Bhakti' Wakaf, 1995), hlm. 164-167; “Isa Abduh, Bunuk bila Fawa’id
- (Mesir: Dar al-Itisham, t.th), him. 117-120; ‘Muhammad Bager Sadr dan Ayatullah’

_ Sayyid- Mahmud Talegham Islamic - Economics: . Conternporary Ulama. Per.rpe:lzve (Kuala
‘Lumpur: Iqra’, 1991) hlm. 9-10; dan M. Mohsen; “A’ Profile of Riba-Free Bankmg,” ‘
dalam Mohammad Arief, (ed) Maﬂetag/ and. Fiscal” Economics of- Islam .~ (Jeddah: -
International Centre for Research m Islarmc Econormcs K.mg Abdulazxz Unlver51ty,

' 1982), him. 187-210.

, 4 A Hassan, .Yaa/ Jawab tmtang Berbagat Ma.ra/ab Agama, cet. ke 10, vol.:"II,
‘(Bandung .CV Diponegoro, 1988), him. 678; lihat ‘juga. Aswita Taizir, Mubammad
" Abdub and The Refammtmﬂ of I.r/amzr Law (Canada Mc lel Umversuy, 1994) tesis; hlm

93.94, R

S Basyu' Hu,éum Ith, hlm 31
PP MuhamadJyah Hzm;bunaﬂ Putu.raﬂ Tayz/J (Yogyakarta Pengurus Pusat
Muhammadxyah Majlis Tarjih, t.th.), hlm. 304-305.
i ® KH. Abdul Aziz Masyhuri, Ma.mla/; Keagamaaﬂ sz.rzl Mu,étamar a'zm Mumz.r '
Ulama Naba'/;atu/ Ulama (Surabaya P.P. Rabxthah Ma* ahldll Islarmyah dan Dmamlka .
Press, 1977) hlm. 146- 147.
® P.B. Mathla* ul., Anwar, Keputu.raﬂ Kepulu.mrl Majeé.r Fatwa Mat/)h u/ Amuar
Gakarta Sekretariat P.B. Mathla ul Anwar, 1985), hlm, 27."
A0MUI Pusat, Ke7>ulu.raﬂ Ijtima Uhma Komisi Fatwa.se- Ina’one.rza teﬂtzmg Falwa Bzmga
(Interest/ Fa'idah), Temmme, dan Peﬂelapaﬂ Au/al Ramaa’/zan, Syawal, dan Dzulb _]]ﬂ/] g akarta,
- 16 Dember 2003)."
v HLthat Sofyan al Hakifn dan Enceng Anf Faxzal Pengam/) Fatwa MUI" tentang
Bunga terbadap’ Per,éembangaﬂ Bank _S:yafza/J (Bandung Lcmbaga Penelitian UIN Sunan
- Gunung Djati, 2004), hlm. 60-61. .
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. (Bandung PT Citra Aditya Bakd, 2006), hlm. 116

. I_mgkungan Pondok Pesantren, (Jakarta: Depag RI, 1999); hlm. 1. Selan]utnya lihat Syamsul *
> Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta:

12Sperjono Soekanto, et. al, Pendekatan _S'o.rza/ogz terhadap Hu,éum (]akarta PT Bm '
,Aksara 1988), hlm. 19 dan 8.
" 13]ohn Lewis Gillin dan John Philip G1llm "General Features of Socml
- Institutions," dalam Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 5' etangkaz Bunga Ry a:za/ogz
(Jakarta: Fakultas Ekonomi Ul, 1964), hlm. 67.
4L jhat ‘Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syanah
pasal 19, ayat (1), huruf f, ayat (2), huruf £; dan pasal 21; huruf b4, .
SR 15S0erjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sostologi Hukum a’alam Maglarakat «
(]akarta Rajawali Pers. 1987), cet. ke-3, hlm. 13.
o " 1630erjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hu,éum Normat f Suatu Tuyauan,
o _S'mg/éat cet. ke-7, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003) hlm 14 15 :
‘ 17]bid., hlm. 11. . o R Bl
* - 18"Daeng Naja, Contract Drafting: Seri. Keterampzlan Meramzmg Kantmk Bzmz.r 0

19 Jaya Nasti, (ed.), Pendirian dan Pengelolsan Baitul Ma/ Wat Tamwz/ (BMT) dzl‘:

- PT, Ra]aGraﬁndo Persada, 2007), hlm. 72-83, Antara lain, akad gbazr tabarm dlscbut »

S 'akad mu ‘awadbab.

S ‘perbulan sebelumnya dia bekerja di perusahaan jasa eksport-import sebagai asisten "’
- manajer dengan gaji sebesar Rp.5.000.000 perbulan; biaya peluangnya ‘adalah
7. Rp.2.000.000. - Biaya peluang merupakan suatu ukuran dari- segala pengorbanan
o v}seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Lihat Anoraga Mangjemen Bisnis, hlm. 14-15.'

i Cxpta 2003), hlm. 34.

. --2M. Dawam Rahardjo, Islam dan Tran.[fommﬂ Sana/ Ekonomz, (]akarta Lcmbagaf‘
P ,,Smdl Agama dan Filsafat, 1999), him. 5-6. :
A ' "2Boediono, Ekonom Mikr, cet. ke-1, (Yogyakarta: BPFE 1982) hlm 10
2 Pand)l Anoraga, Manajemen Bisnis, cet. ke-3, (]2 akarta Rineka Clpta 2004) hlm

- 34,

" ‘-23Ibza' hlm. 6. : _' ;

o Ibid, hlm. 14, R e n S
. 25 Husein Umar, Business an Introduction, cet. ke 2,( akarta PT Gramcdla Pustaka R
- Utama dan Jakarta Business Research Center, 2003), him, 4. , ' e

: _ 2Biaya peluang adalah biaya pemilihan untuk menggunakan sumber daya dalam‘f v

usaha tertentu dengan mengorbankan alternatif terbaik lainnya bagi pengguna sumber e

- dayatersebut. Misal: pemilik sebuah bengkel mcmbayar upah dirinya Rp. 3.000.000 ' -

. "27Lihat Naja, Contract Drafting, hlm. 113,129, dan 156:171; di samping itu; Na]a : R »

- -juga - mcngan]urkan supaya kontrak ddcngkapl dcngan lampu:an lampucan yang‘ NN R

- diperlukan.
28Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bzrmr, (]aLarta PT Rmcka _

2\Wahbah al-Zuhaili, a/Figh al- I:/amz wa Adz//atz«b (Damaskus Dar al Fl

2006, cet. ke-9, vol. VIII, hlm. 5029. i

oLt MUlama Mahklyah memiliki istilah tersendiri mcngenal h'11 m1, sewa :yang '

obyeknya adalah tenaga/jasa manusia disebut a/jjarah; sedangkan sewa yang obyeknya "*
“* manfaat benda ‘disebut a/kara’; lihat Ahmad Hasan, Na'*/mrﬂat a/ U]ur Ji-al-Figh al-
: VI.r/amz Dzramb Tabliliyyah Mubtakirah i Figh al-Mu amalat al-Maliyyah, (t £ Dar Iqra t th)

' “Lxhat al-Ma'ayir al-Syar'iyyah, (Bahram Hai'at al- Muhas_ab'lh wa al—Mura)a ah li

o al Mu assasat al “Maliyzh al-Islamiyyah, 2006), hlm. 131 153
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Amm de]aya Tunggal dan Anf D]ohan Tunggal A:pek Yundu dalam Leasing,:
: (jakarta PT Rineka Cipta, 2001), him. 7:8.'Secara umum, leasing dibedakan menjadi
“dua: a) gperating lease; di antara kakarLternya adalah tidak dlsertau hak opsi bagi leasee "
- untuk membeli barang di akhir masa leasing; dan b) financial lease; - di antara kakarkternya?
.- adalah adanya’ hak opsi bag1 leasee untuk membeli barang di akhir masa leasing. Lihat
- 'Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan: dalam Teors dan’ Praktek, (Bandung PT Citra

~w - Aditya Bakd, 2002), hlm. 16- 17 Dengan dcmlkian IMBT pada dasarnya mirip dengan
11 financial kease.

v 3 Na)a "Contract qufizng, him. 114 :

Mmp dengan landasan filosofis vertikal dalam scbuah peraturan pcrundang-
~ undangan; lihat Supardan queong, Teknik Penmdaﬂg uﬂdaﬂgaﬂ di Iﬂdoneﬂa, (] akarta P.T.
Perca, 2005), hlm. 58-59. -

Kontrak-kontrak - yang - diteliti adalah a) kontrak nomor. 108 tentang-

- Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah yang dibuat oleh Notaris yang berdomisili. di
- Tangerang yang dibuat. pada tanggal 28 Januari 2004; b) kontrak nomor 14 tentang -
Akad Mudharabah yang-dibuat oleh Notaris yang berdomlsxh di- Bogor yang dibuat
pada tanggal 22'November 2007; c) kontrak nomor 06 tentang Akad Murabahah yang
dibuat oleh Notaris yang berdomisili di Bogor yang' dibuat pada tanggal 18 Novcmber '
2008; d) kontrak nomor 36 tentang 'Akad Musyarakah yang dibuat. oleh” Notaris yang
berdomisili di Bogor yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2008; dan e) kontrak nomor -
09 tentang Akad Musyarakah Mutanagishah yang dlbuat oleh Notans yang berdomlsxh
di Bogor yang dibuat pada tanggal 17 Pebruari 2009. - .

L Pernyataan mengenai waktu pembuatan kontral\ dltuhs dcngan huruf (latm)
dan dukuti dengan angka yang ditempatkan dalam Lurung I R

Na)a “Contract Draftmg, hlm. 115-116. . o .

. ® Lihat kontrak nomor 06 tentang Akad Munbahnh yang dxbuat oleh Notans

yang berdonusxh di Bogor yang dibuat pada tanggal 18 November 2008.

* Lihat, kontrak nomor 108 tentang Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah yang
~dibuat oleh N otans yang bcrdormsdx dx Tangerang yang dzbuat pada tanggal 28 ]'\nuan
2004. .

4 'Lihat kontrak nomor 14 tentang Akad Mudhambah yang “dibuat oleh Notaris
: yang bcrdonusdx di Bogor yang dibuat pada tanggal 22 November 2007. : ;
‘ e Na]a Contract Drafting, hlm.116. - . -

? Badan usaha yang berbadan' hokum adalah Pcrseroan Tcrbatas (PT) dan
kopcrasx Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum antara firma (Fa) dan
,pcrscl»utuan komanditer (CV). L1hat Simatupang, A;pe,é Hukzm: hlm. 2-26, dan 39.

4 Hal ini ;mirip: dengan asas “deskresi/oportunitas’ yang mcnetapkan bahwa‘
_pe;abat pembuat peraturan pemndang-undangan {dalam hal ini Lontrak) memiliki hak
© dalam kedudukannya sebagai aparatur pemerintah (dalam hal ini badan usaha); lihat
“Faried ' Ali, Hukum Tata Pemerintahan- dan Proses IngJ/arzf dz Indane.rza, ] akarta: PT

e »Ra]aGraﬁndo Persada, 1996), hlm. 200- 201 U

. 4 Lihat Kontrak nomor 36 tentang Akad MusyaraLah yang dzbuat oleh Notans .
yang berdonusxh di Bogor yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2008 .
~ , Na)a ‘Contract Draftmg, h]m 116-117.
%04, hlm, 119-120, :
S Na]a Contract Draﬁmg, hlm. 121
- Ibid, hlm. 123,
~49Na)a Contract Drafting, hlm. 122- 123 . : ' )
- **Herlien Budiono, Kumpu/an “Tulisan Hukum Pera'afa i B;daﬂg Keﬂotanafan,

(Bandung PT Citra Adztya BaLn 2008) hlm 136 R ,
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5lPeraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan- Lembaga Kéuangah

(selanjutnya Bapepam LK) Nomor: PER-04/BL/2007 tentang - Akad-akad yang- . - -
Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prmsxp Syarxah pasal SRR

10, ayat 51) dan (2). ;o
L8 “Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor: PER~O4/BL/ 2007, pasal 11, ayat (1)
dan (2) :
33Deraturan Ketua Bapepam LK Nomor: PER- 04/ BL/ 2007 pasal 12-13,
54Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor: PER-04/BL/2007, pasal 14,
33Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor: PER-04/BL/2007, pasal 15.
56Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor: PER-04/ BL/ 2007 pasal 16.
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